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BUPATI HATMAHERA BARAT,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74A Peraturan
Presiden Republik Indonesi.a Nomor 46 Tahun 2azs tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan presiden Nomor 16 Taliun 201g
tentang Pengadaan BarangfJasa pemerintah (Lembaran Negara
Repubiik indoi:esia Tahun 2A25 Nomor 67),
bahwa dalam rangka meiaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung danlatau E-purclwsing,
periu n:eiretapkaii Pejabai Pei:gadaan di iingkungair pei::erin-r-ah

Kabupaten Haln:ahera Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat
tentang Penetapan Pejabat Pengadaan BaranglJasa di lingkurj.gan
Kabupaten Halmahera Barat;

1. undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan undang*
undang Nomor 23 Darurat Tahun L957 tentzrng Pembentukan Daerah-
daerah Swant.ara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat
I Maluku menjadi Undang-undang;

2. undang-undang Nomor 1 Tahun 2ao3 tentang pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera selatan, Kabupaten
Kepulauan Sula. Kabupaten Halmahera Timur. dan Kota Tidore
Kepulauan di Provinsi Maiuku Utara:

3. undang-undang Nomor 17 Tahun 200s tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2ao4 tentang perbendaharaan

Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah;
6. undang-undang Nomcr L rahun 2oz2 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2A22 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Namar Nomor 12 Tahun 201L tentans Pemi:entukai:
Feraturan Perundang-undangan ;

b.

c.

A



8' Undang-undang Nomor Nomor 2O Tahun 2A23 tentang Aparatur Sioil
Neqara:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AL7 tentang pembinaan dan
Pengawasan Penlrgienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2aLT Nomor Ts, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);

10 Peraturan Femerintah Nomor L2 Tahun 2019 tentang Fenge!.o1aar:
Keuangan Daerah;

10' Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahu n 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2AZS
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota,

11- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor zr rahun za}a tentang
Fedcman Tekni.s Pengelclaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Lemtraga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintai:
Nomor 1o rahun 2a2l tentang unit Kerja pengadaan Barang/Jasa
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2tJ2L Nomor 511);

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BaranglJ*". p"*erintah
lJornor L 1 Tahun 2021 tentang Pedcrnan Pei:encanaaa pengaCaa::
BaranglJasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2427 Nomor 512);

14. Peraturan Lembaga Kebg-akan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah
Nomor 15 Tahun 20iB tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa {Berita
Negara Republik Indcnesia Tahun 2rJ18 l\lomor 7bB), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan
BatanglJasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2A79 tentang perubahan
Atas Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 1s rahun 2o1g rentang peiaku pengaclaan
FaralgfJasa iBerita, Negara Repr_r,fuiik incionesia- Tahr_rn 2Lrig Nomar
165e);

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengad,aan Barang/Jasa pemerintajr
Republik Indonesia Nomor lz rahun 2021 tentang pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melatui penyedia
(Beriia Negara Repubiik incionesia Tahun 2az1l.fomor 593);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun ZOZI
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Nomor 6 Tahun 2arc tentang pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

i7. Peraturan Daerah Kabupaten Haimahera Berrat Nomor i Tahun 2A26
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2A2O

18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Haknahera Barat Nomor 10 Tahun 2A1,6
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat;

19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun 2a26;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2A2O tentang Penjelasan Atas Penugasan
Sr:mber Daya Manusia Pengadaan BarangiJasa Dalam Feiaksan:aan
Pengarlaan Barang/jasa Pemerintah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

KEENAM i

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemeri.ntah
Kabupaten Halmahera Barat yang namanva tersebut sebagaimana
tornrnt:rq riolnrm I aa-.i-an [1onr rf r '-^- ;-;Llr LqllLqaal usrdlii LaLLLIjLL (rri i\uij-LiLLlJciii ii.ii.

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung
jawab penuh secara substantive dalam penyelenggaraan proses
oengadaan baransljasa pada Bagian La}ranan Pengadaan Barang dan
Jasa Kabupaten Haimahera Barat.
Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
adalah :

a" melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung

t tntttk nen-edgan Rpr-sns /Pe]r'eriqnn klnnctrrrlrei /. Iaca I ninnrrr \/rrnoviiui.juqf i lruaiuLi qiioi/ uGta Laii:iij q .i ciix

bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 {empat ratus juta rupiah);
c. melaksanakan persi.apan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung

untuk pengadaan Jasa Konsultansi Lainnva rrang bernilai paling
banyak Rp100.OOO.0O0.0O (seratus juta rupiah); dan

d. melaksanakan E-purchasing (Katalog Elektronik dan Toko Dauing)
yang bernilai paling Lranyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus jura
rupiah).

Dalam melaksanakan tugas pejabat pengadaan bertanggung jawab
kenerls Rrrnnti Halmahere Barat melalui Ken.ala Regien I qr-enarrrluiJqru qqj ciiiri

Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat.
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di
bebankan pada Dokumen Peiaksana Anggaran fDPA] Bagian Lavanan
Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2A26.
Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
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KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
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PENETAPAN DAN PENUGASAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2A26

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

$IO NAMA PE.IABAT PENGADAAN

JABATAN

DALAM

KEDINASJIIY

JABATAN

DALAM

KEGIATAITT

BESARA1T

HONORARIUM

{RPI

1.
CATUR ARIBOWO, S. Kom
Nip. 19840928 200903 1 001

Pit. Kepaia
Bagian

Pengadaan
Ba::ang,/-Ia-sa-

Pejabat
Pengadaan Rp, 680.000
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